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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KONTRAK ALIH DAYA 

PERAWATAN DAN KEBERSIHAN ANTARA PT ASTRA 

INTERNATIONAL TBK HONDA SALES OPERATION DENGAN PT 

CITRA DIAKONI 

Oleh 

 

AURA CARISSALONIKA 

 

Penggunaan sistem alih daya (outsourcing) merupakan strategi perusahaan untuk 

meningkatkan efisiensi operasional, termasuk dalam penyediaan jasa perawatan 

dan kebersihan. Kerja sama tersebut dituangkan dalam perjanjian yang 

menimbulkan hubungan hukum kontraktual antara perusahaan pengguna jasa dan 

perusahaan penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan 

hukum kontraktual dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara 

PT Astra International Tbk Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni serta 

menelaah penafsiran klausula-klausula perjanjian tersebut berdasarkan hukum 

perjanjian dan ketentuan ketenagakerjaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris 

dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen. Data diperoleh 

melalui studi kepustakaan, penelaahan perjanjian kerja sama, serta wawancara 

dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai 

kesesuaian antara ketentuan kontraktual dan pelaksanaannya di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara PT Astra 

International Tbk Honda Sales Operation dan PT Citra Diakoni merupakan 

hubungan hukum keperdataan yang lahir dari perjanjian alih daya dan tergolong 

sebagai perjanjian campuran. Secara normatif, perjanjian tersebut telah memenuhi 

syarat sah perjanjian dan ketentuan outsourcing sebagaimana diatur dalam KUH 

Perdata dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Namun, dalam pelaksanaannya masih 

ditemukan ketidaksesuaian antara klausula perjanjian dan praktik di lapangan, 

khususnya terkait pelaksanaan tugas dan pengawasan tenaga kerja, sehingga 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan 
perumusan klausula yang lebih jelas dan penguatan mekanisme pengawasan guna 

menjamin kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. 

Kata Kunci: Implementasi Kontrak, Alih Daya, Perawatan dan Kebersihan 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF THE MAINTENANCE AND CLEANING 

OUTSOURCING CONTRACT BETWEEN PT ASTRA INTERNATIONAL 

TBK HONDA SALES OPERATION AND PT CITRA DIAKONI 

By 

 

AURA CARISSALONIKA 

 

The use of outsourcing systems has become a common strategy for companies to 

improve operational efficiency, including in the provision of maintenance and 

cleaning services. Such cooperation is formalized through a contract that creates a 

contractual legal relationship between the service user company and the service 

provider company. This research aims to analyze the contractual legal relationship 

in the maintenance and cleaning service agreement between PT Astra International 

Tbk Honda Sales Operation and PT Citra Diakoni, as well as to examine the 

interpretation of contractual clauses based on contract law and labor law 

regulations. 

This research employs a normative-empirical legal research method with statutory 

and document analysis approaches. Data were collected through literature review, 

examination of the cooperation agreement, and interviews with related parties, and 

were analyzed qualitatively to assess the conformity between contractual provisions 

and their implementation in practice. 

The results indicate that the legal relationship between PT Astra International Tbk 

Honda Sales Operation and PT Citra Diakoni is a civil law relationship arising 

from an outsourcing agreement and may be classified as a mixed contract. 

Normatively, the agreement has fulfilled the legal requirements of a valid contract 

under the Indonesian Civil Code and outsourcing regulations as stipulated in 

Government Regulation Number 35 of 2021. However, discrepancies remain 

between the contractual clauses and their implementation in practice, particularly 

concerning task execution and labor supervision, which may lead to legal 

uncertainty. Therefore, clearer contractual provisions and stronger supervisory 

mechanisms are required to ensure legal certainty and balance the rights and 

obligations of the parties. 

Keywords: Contract Implementation, Outsourcing, Maintenance and Cleaning 

Service 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia secara sadar maupun tidak sadar selalu menjalin hubungan satu sama lain 

untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Jalinan interaksi sosial antarindividu 

berperan penting dalam menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dari interaksi 

inilah terbentuk lingkungan sosial seperti keluarga dan kelompok-kelompok 

masyarakat1. Dalam dunia kerja, setiap individu memerlukan hubungan atau 

interaksi dengan orang lain, baik sebagai pemberi maupun penerima kerja. 

Hubungan semacam ini dikenal dengan istilah hubungan kerja. Pasal 27 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak secara manusiawi. Oleh karena 

itu, setiap orang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mendapatkan kehidupan 

yang layak. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemenuhan hak 

atas penghidupan yang layak, perusahaan dituntut untuk terus beradaptasi dengan 

dinamika perkembangan zaman. Tuntutan ini berkaitan erat dengan bagaimana 

perusahaan mengelola operasionalnya secara efisien dan efektif di tengah 

persaingan yang semakin ketat. 

Dalam perkembangan dunia modern sekarang yang melaju cepat, secara tidak 

langsung memberi tuntutan bagi para perusahaan untuk mengelola operasional 

perusahaannya secara efisien. Dalam mewujudkan pengelolaan operasional secara 

efisien dan efektif ini memunculkan banyak format bisnis baru dalam suatu 

perusahaan dan masing-masing perusahaan memiliki caranya sendiri untuk 

melakukan efisiensi tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh banyak 

perusahaan terkait peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional adalah dengan 

 

1 Ari Welianto, Manusia Sebagai Mahkluk Sosial dan Cirinya, 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/12300 0469/manusia-sebagai-makhluk-sosial-
dan-cirinya 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/12300
http://www.kompas.com/skola/read/2020/07/07/12300
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melibatkan pihak ketiga untuk menjalin kerja sama. Pemakaian pihak ketiga dalam 

pengelolaan operasional perusahaan bukan sesuatu yang asing lagi dalam dunia 

kerja. 

Keterlibatan pihak ketiga dalam menjalin kerja sama antar perusahaan ini telah 

melahirkan hubungan bisnis. Hubungan bisnis yang terjadi antara dua perusahaan 

dalam pelaksanaannya tentunya memerlukan suatu perjanjian atau kontrak. 

Perjanjian atau kontrak sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-

pihak yang saling mengikatkan diri2. Keberadaan perjanjian memiliki peranan yang 

sangat penting karena berkaitan langsung dengan bidang usaha yang dijalankan. 

Dalam konteks hukum perjanjian, hal ini mencerminkan pentingnya kepastian 

hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, pada praktiknya, perjanjian umumnya 

dituangkan secara tertulis guna memberikan kekuatan hukum yang jelas, sehingga 

prinsip kepastian hukum dapat tercapai. 

Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang 

berarti setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan atau mengadakan suatu 

perjanjian berupa apa saja baik bentuk dan isi perjanjian tersebut. Asas ini dimaknai 

dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya”. 

Pasal tersebut menunjukan bahwa pada hakikatnya suatu perjanjian itu dapat dibuat 

secara bebas. Setiap orang yang membuat perjanjian dapat secara bebas 

menentukan dengan siapa akan mengadakan perjanjian, menentukan bentuknya 

tertulis atau tidak tertulis beserta dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam 

perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat 

perjanjian itu meliputi : 

1. Perjanjian yang telah diatur oleh undang-undang. 

2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam 

undang-undang. 

 

 

 

 

2 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
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Salah bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama dengan melibatkan pihak ketiga 

yang banyak terjadi adalah kerja sama outsourcing atau alih daya. Outsourcing atau 

alih daya adalah penggunaan tenaga kerja untuk menghasilkan atau melakukan 

pekerjaan oleh suatu perusahaan, melalui perusahaan yang menyediakan 

pekerja/buruh.3 Bentuk outsourcing atau alih daya ini dianggap lebih efektif 

dibanding membentuk unit internal dalam perusahaan itu sendiri. 

Sistem outsourcing atau alih daya saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Regulasi ini 

membawa sejumlah perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu 

perubahan tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat (1), yang menyatakan bahwa 

perusahaan diperbolehkan untuk menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

kepada perusahaan lain melalui perjanjian alih daya yang harus dibuat secara 

tertulis. Sementara itu, Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa hubungan kerja antara 

perusahaan penyedia jasa alih daya dan pekerjanya didasarkan pada perjanjian kerja 

tertulis, baik itu perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu 

tidak tertentu. 

Kerja sama outsourcing sendiri yang berbasis pada perjanjian atau kontrak dan 

memiliki banyak bentuk perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pengadaan 

barang/jasa. Perjanjian pengadaan barang dan jasa merupakan bentuk perjanjian 

yang cukup kompleks karena mencakup berbagai aspek, baik dari sisi hukum 

maupun teknis. Hal ini membuat perjanjian jenis ini memerlukan kajian yang lebih 

mendalam agar dapat ditemukan format kontrak yang tepat, sesuai dengan 

kebutuhan para pihak, serta mampu memberikan perlindungan dan kepastian 

hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Perjanjian pengadaan barang/jasa muncul sebagai bagian dari proses 

perkembangan sistem manajemen dan tata kelola perusahaan dalam sektor swasta, 

yang mempunyai tujuan sebagai instrument strategis untuk memastikan kelancaran 

 

 

 

3 Tri Susilowati. (2020). “Penerapan Outsourcing PT. Jawara Di Kota Salatiga”. Thesis 

Magister Ilmu Hukum Undaris. Hlm. 6 
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operasional, efisiensi biaya, serta membangan hubungan kerja sama yang 

professional dan transparan dengan pihak ketiga. 

Perjanjian pengadaan barang dan jasa umumnya disusun dalam bentuk kontrak 

standar, yaitu kontrak yang telah dirancang terlebih dahulu oleh salah satu pihak. 

Dalam hal ini, pihak lainnya tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi 

perjanjian, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak 

seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. 

Prinsip-prinsip umum seperti efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam 

perjanjian pengadaan barang/jasa di sektor swasta banyak berasal dari hasil adopsi 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah, meskipun regulasi tersebut ditujukan untuk sektor publik. 

Perjanjian pengadaan barang/jasa ini mengatur banyak bidang pekerjaan salah 

satunya dalam bidang jasa perawatan dan kebersihan (maintenance dan cleaning 

service). Bidang jasa ini memiliki peranan penting dalam menjaga dan menciptakan 

lingkungan kerja yang bersih dan nyaman yang tentunya berdampak pada 

produktivitas karyawan dan citra perusahaan. 

Pengadaan jasa seperti ini untuk menjamin kepatuhan terhadap standar pekerjaan, 

kualitas layanan, dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan dan 

penyedia jasa, maka memerlukan pengaturan yang jelas melalui perjanjian tertulis. 

Perjanjian sendiri pada dasarnya memiliki dua bentuk yaitu perjanjian tertulis dan 

tidak tertulis. Namun dalam lingkup perjanjian pengadaan jasa, perjanjian tertulis 

menjadi pilihan utama yang paling umum dan sangat dianjurkan karena memiliki 

kompleksitas akan detail pengaturan yang dicantumkan. Perjanjian tertulis 

memberikan dasar dan kepastian hukum yang kuat dan menjadi acuan yang jelas 

ketika terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perjanjian. 

PT Astra International Tbk adalah perusahaan holding multi-sektor yang bergerak 

di berbagai bidang bisnis, termasuk otomotif, jasa keuangan, alat berat, 

pertambangan, konstruksi, agribisnis, teknologi informasi, dan properti. PT Astra 

International Tbk. dikenal luas karena bisnis utamanya di sektor otomotif, di mana 

mereka adalah distributor resmi untuk berbagai merek seperti Toyota, Daihatsu, 

Honda, dan BMW. Karena besar dan luasnya cakupan perusahaan ini maka tidak 
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heran perusahaan ini memiliki banyak cabang yang hampir tersebar di seluruh 

Indonesia salah satunya adalah Provinsi Lampung terkhusus Kota Bandar 

Lampung. 

Di Kota Bandar Lampung sendiri, cakupan PT Astra International Tbk. tidak hanya 

mencakup satu merek saja. Salah satu merek yang paling dikenal dan memiliki 

jangkauan luas di masyarakat adalah Honda. Merek ini tidak hanya hadir dalam 

bentuk kendaraan roda empat seperti mobil, tetapi juga sangat populer di segmen 

kendaraan roda dua atau sepeda motor. Penjualan unit kendaraan ini melalui 

jaringan dealer resmi dan bengkel yang tersebar di berbagai lokasi. Dealer resmi 

yang befokus pada segmen kendaraan roda dua atau sepeda motor disebut dengan 

nama Honda Sales Operation (HSO) atau yang sekarang telah berganti nama 

menjadi Astra Motor. 

PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation sebagai perusahaan besar dan 

memiliki banyak cabang membutuhkan standar layanan kebersihan dan perawatan 

dalam lingkungan operasionalnya. Hal ini mencakup seluruh unit kerja, mulai dari 

area showroom, ruang tunggu pelanggan, hingga bengkel dan fasilitas penunjang 

lainnya. Standar kebersihan dan perawatan ini tidak hanya memberikan 

kenyamanan bagi para karyawan, namun juga memberikan dampak positif kepada 

kenyamanan pelanggan. 

Dalam menjalankan kebutuhan akan hal kebersihan dan perawatan ini, PT Astra 

International Tbk. – HSO membutuhkan kefektivitasan dalam sistem 

pengerjaannya. Maka dari itu, HSO menjalin kerja sama dengan pihak yaitu PT 

Citra Diakoni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kerja 

dan jasa layanan pendukung. Kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi HSO secara maksimal, terutama dalam 

hal penyediaan sumber daya manusia dan layanan pendukung lainnya yang tidak 

secara langsung berada di bawah struktur organisasi internal HSO. 

Kerja sama yang telah terjadi antara HSO dengan PT Citra Diakoni ini dituangkan 

secara formal melalui perjanjian kontraktual yang disepakati bersama. Perjanjian 

ini menjadi bentuk kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan juga memiliki 

peran sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing 
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pihak sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1). Perjanjian tidak 

hanya semata-mata dibuat untuk melaksanakan hak dan kewajiban, namun 

diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang jelas, transparan, dan 

saling menguntungkan, sekaligus meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa 

dalam pelaksanaan kerja sama kedepannya. 

Namun dalam praktiknya, disepakatinya perjanjian tidak serta-merta menjamin 

bahwa kerja sama dalam melaksanakan hak dan kewajiban dapat berjalan tanpa 

hambatan. Berbagai permasalahan dapat muncul, baik yang berkaitan dengan 

ketidaksesuaian antara isi kontrak dengan pelaksanaan di lapangan, ketidakjelasan 

tanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kelalaian, potensi sengketa terkait hak 

dan kewajiban para pihak, kurangnya pengawasan atau evaluasi terhadap 

pelaksanaan kontrak. Oleh karena hal itu, penting untuk memastikan bahwa 

perjanjian telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian dalam hukum. 

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis hubungan hukum 

dalam perjanjian kerja sama, khususnya dalam sistem alih daya (outsourcing). 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kontrak yang telah 

dibuat dan disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip serta asas-asas dasar dalam 

hukum kontrak yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diperlukan supaya perjanjian 

tidak hanya mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi kedua 

belah pihak yakni pemberi kerja dan penyedia jasa, tetapi juga sah secara hukum. 

Melihat bahwa semakin kompleksnya suatu bentuk kerja sama dalam praktik 

ketenagakerjaan, maka diperlukan pengaturan yang jelas terkait mekanisme 

penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran kontrak, untuk menghindari 

konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum perjanjian, 

sekaligus manfaat praktis bagi perusahaan dan pelaku usaha lainnya dalam 

menyusun kontrak kerja sama yang kuat, adil, dan efektif secara yuridis maupun 

implementatif. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tentang kajian yuridis mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas hukum 

perjanjian kontraktual antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation 
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dengan PT Citra Diakoni dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila 

terjadi sengketa akibat ketidaksesuaian isi kontrak dengan pelaksanaannya di 

lapangan. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan 

judul : “Implementasi Pelaksanaan Kontrak Alih Daya Perawatan dan 

Kebersihan Antara PT Astra International Tbk. Honda Sales Operation 

dengan PT Citra Diakoni”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hubungan hukum kontraktual pada perjanjian kerja sama 

perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. Honda Sales 

Operation dengan PT Citra Diakoni? 

2. Bagaimana penafsiran klausula-klausula yang berpotensi menimbulkan 

sengketa dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan antara PT 

Astra International Tbk. Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni? 

 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu 

dan ruang lingkup kajian pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian 

ini adalah hukum keperdataan atau lebih spesifiknya adalah hukum perjanjian. 

Ruang lingkup kajian pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai analisis 

aspek hukum kontrak dari perjanjian kerja sama antara PT Astra International Tbk. 

Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni. Pemenuhan syarat sah perjanjian 

menurut Pasal 1320 KUHPerdata, serta penerapan asas-asas hukum kontrak seperti 

kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Selain itu, kajian juga 

mencakup hak dan kewajiban para pihak serta upaya penyelesaian sengketa apabila 

terjadi wanprestasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah 

a. Tujuan Umum 

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka 

memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

b. Tujuan Khusus 

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan hukum kontraktual pada perjanjian kerja 

sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. 

Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni. 

2. Untuk mengetahui penafsiran klausula-klausula dalam perjanjian kerja 

sama perawatan dan kebersihan antara PT Astra International Tbk. 

Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni. 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini 

terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis berupa sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai ilmu hukum khususnya 

dalam bidang hukum perdata. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pengetahuan umum di bidang hukum 

keperdataan mengenai hukum perjanjian yang mencakup syarat sah 

perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata dan prinsip-prinsip hukum dalam 

perjanjian. 

b. Kegunaan Praktis 
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1. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman penulis di bidang hukum perdata, khususnya terkait hukum 

perjanjian. 

2. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi pembaca, terutama 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mendalami 

hukum perdata, serta dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Menyediakan bahan studi dan pertimbangan bagi penyusun regulasi 

atau perjanjian kerja dalam merespons kebutuhan hukum yang berkaitan 

dengan perlindungan pekerja. 

4. Memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan dalam merancang 

kontrak kerja agar lebih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

5. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 

2.1.1 Pengertian Perjanjian 

Istilah "perjanjian" berasal dari bahasa Belanda, yaitu overeenkomst dan 

verbintenis. Kata "perjanjian" sendiri merupakan hasil terjemahan dari 

toestemming, yang diartikan sebagai wilsovereenstemming, yakni kesepakatan atau 

persesuaian kehendak antara para pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

perjanjian adalah "Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak 

atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam 

persetujuan itu.”4 

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di 

mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah 

disepakati. Selain itu, perjanjian juga dapat dipahami sebagai suatu peristiwa 

hukum, di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau kedua belah 

pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.5 

Perjanjian memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, karena menjadi 

landasan utama bagi sebagian besar transaksi komersial, seperti jual beli barang, 

transaksi properti, pemberian kredit, asuransi, pengiriman barang, pembentukan 

badan usaha, bahkan hingga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.6 

Definisi perjanjian sendiri sebenarnya telah diatur dalam buku III Pasal 1313 KUH 

 

 

 

4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Halaman 458 

5 Subekti. (1987). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa. hlm. 29. 
6 Abdulkadir Muhammad. (1986). Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti. hlm. 

93. 
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Perdata yang menyebutkan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." 

Definisi perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata) dinilai memiliki sejumlah kelemahan oleh para ahli 

hukum. Menurut Setiawan, rumusan dalam pasal tersebut dianggap tidak hanya 

kurang lengkap,7 tetapi juga terlalu luas cakupannya. Ketidaklengkapan itu tampak 

dari penyebutan yang hanya mengacu pada persetujuan dari satu pihak saja. 

Sementara itu, penggunaan istilah "perbuatan" dalam pasal tersebut menjadikan 

cakupannya terlalu luas, karena dapat mencakup pula tindakan perwakilan secara 

sukarela maupun perbuatan melawan hukum. 

Dalam hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi seluruh 

ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, maka perjanjian tersebut menjadi 

mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. 

Dengan kata lain, perjanjian tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang harus 

dipatuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa 

"Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

para pihak yang membuatnya." 

Kesepakatan antara para pihak merupakan unsur penting dalam terbentuknya suatu 

kontrak, yang umumnya terjadi melalui proses penawaran dan penerimaan, baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis.8 Perjanjian menjadi sumber utama dari 

perikatan, karena jika perikatan bersifat abstrak, maka perjanjian adalah bentuk 

konkret yang mengikat para pihak secara hukum. 

Secara umum, perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan hukum antara dua pihak 

atau lebih untuk saling mengikatkan diri terhadap suatu hal yang disepakati dan 

menimbulkan akibat hukum. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III 

KUH Perdata, yang mencakup 18 Bab dan 631 Pasal, mulai dari Pasal 1233 hingga 

Pasal 1869. 

 

7 R Setiawan dalam Johanes dan Lindawaty Sewu, Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 

(2004) Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern. Jakarta : Aditama. hlm. 41. 
8 Amirah, Ahmadi Miru, “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian 

Kerjasama”, Jurnal Pasca UNHAS, Hlm. 4. 
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2.1.2 Syarat Sah Perjanjian 

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya; 

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 

c. Mengenai suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal. 

Dua syarat pertama merupakan syarat subjektif, yang berkaitan dengan orang atau 

subjek dalam perjanjian, sedangkan dua syarat berikutnya disebut syarat objektif, 

yang berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum 

yang dilakukan. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur 

mengenai orang-orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian, yaitu: 

a. Orang yang belum dewasa; 

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan; 

c. Wanita dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang, serta 

secara umum semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk 

membuat perjanjian tertentu. 

 

2.1.3 Unsur-Unsur Perjanjian 

Unsur-unsur perjanjian dalam hukum Indonesia, khususnya menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), meliputi: 

1. Unsur Essensialia 

Unsur essensialia adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, 

karena tanpa unsur ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada. Contohnya 

dalam transaksi jual beli, harga dan barang yang telah disepakati antara 

penjual dan pembeli merupakan unsur essensialia. 
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2. Unsur Naturalia 

Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undang-undang, namun 

para pihak dapat memilih untuk menghapus atau menggantinya. Unsur ini 

dianggap ada meskipun tidak diperjanjikan secara khusus oleh kedua belah 

pihak.9 Sebagai contoh, pelaku usaha wajib menanggung biaya penyerahan, 

sedangkan konsumen harus menanggung biaya pengambilan, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata: “biaya penyerahan dipikul oleh 

pelaku usaha, sedangkan biaya pengambilannya dipikul oleh konsumen.” 

Pasal ini menunjukkan bahwa undang-undang memberi kebebasan bagi 

pihak-pihak yang terlibat untuk menentukan kewajiban mereka yang 

berbeda dari yang ditetapkan dalam undang-undang.10 

3. Unsur Accidentalia 

Unsur accidentalia adalah unsur tambahan dalam perjanjian yang sifatnya 

opsional bagi para pihak dan tidak diatur dalam undang-undang. 

Contohnya, dalam perjanjian jual beli, benda pelengkap tertentu dapat 

disepakati untuk tidak ada. 

 

2.1.4 Asas-Asas Dalam Perjanjian 

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip dasar yang menjadi dasar utama 

bagi terbentuknya aturan-aturan dalam hukum perjanjian. Asas ini berfungsi 

sebagai panduan umum yang tidak hanya membantu dalam menyelesaikan 

persoalan hukum baru, tetapi juga membuka kemungkinan pengembangan bidang 

hukum yang belum diatur secara spesifik. Selain itu, asas-asas tersebut sangat 

penting dalam proses penafsiran aturan hukum agar ketentuan-ketentuan yang ada 

tetap selaras dengan nilai-nilai dan tujuan pokok dari hukum perjanjian itu sendiri. 

a. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak 

untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, serta menentukan isi dan 

 

 

9 Lukman Santoso Az. (2019). Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media 

Pustaka, hlm. 12. 
10 I Ketut Oka Setiawan. (2020). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika. 
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bentuknya. Asas ini memungkinkan munculnya perjanjian baru yang belum 

diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1319 KUH Perdata menegaskan bahwa 

semua perjanjian, baik yang dikenal maupun tidak, tetap tunduk pada aturan 

umum dalam KUH Perdata, sehingga perjanjian yang tidak secara khusus 

diatur tetap diakomodasi oleh hukum.11 

b. Asas Konsensualisme 

Asas konsensualisme menekankan bahwa suatu perjanjian dianggap sah 

sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai pokok 

perjanjian. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata 

yang menyebutkan bahwa kesepakatan merupakan syarat sahnya perjanjian. 

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian (pacta sunt servanda) 

Menurut Dr. Siti Malikhatun Badriyah, asas ini berkaitan dengan akibat 

hukum dari perjanjian, yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian 

wajib mematuhi dan melaksanakan isi perjanjian tersebut12. Pasal 1338 ayat 

(1) KUH Perdata menegaskan asas pacta sunt servanda, yang menyatakan 

bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak 

dapat diganggu oleh pihak ketiga. 

d. Asas Itikad Baik dan Kepatuhan 

Asas itikad baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH 

Perdata, mewajibkan para pihak melaksanakan perjanjian dengan niat dan 

sikap saling percaya. Sejalan dengan itu, Pasal 1339 KUH Perdata memuat 

asas kepatutan, yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat 

pada hal-hal yang secara eksplisit disepakati, tetapi juga mencakup hal-hal 

yang dianggap wajar berdasarkan kepatutan, kebiasaan, dan peraturan 

perundang-undangan.13 

e. Asas Kepribadian 

Asas kepribadian menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat 

pihak-pihak yang membuatnya dan tidak berlaku bagi orang lain di luar 

 

 
 

 

Hlm. 24. 

11 Siti Malikhatun Badriyah. (2015). Aspek Hukum Anjak Piutang. Semarang: Madina. 

12 Ibid, Hlm. 23. 
13 Purwahid Patrik. (1994). Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari 

Perjanjian dan Undang-Undang). Bandung: Mandar Maju. Hlm. 45. 
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perjanjian tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang 

menegaskan bahwa suatu kontrak hanya menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak yang terlibat, bukan bagi pihak ketiga. 

 

2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian 

Dalam praktik hukum perdata, perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai 

jenis berdasarkan kriteria tertentu, seperti bentuknya, isi, atau cara pelaksanaannya. 

Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik masing-masing perjanjian 

serta implikasi hukumnya bagi para pihak. Dengan mengenali jenis-jenis 

perjanjian, pihak yang terlibat dapat menyusun kontrak yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan hukum masing-masing. Jenis-jenis perjanjian yang 

umum dikenal dalam hukum perdata antara lain: 

1. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik 

Perbedaan jenis perjanjian ini terletak pada kewajiban berprestasi yang 

harus dipenuhi para pihak. Perjanjian timbal balik mengharuskan kedua 

pihak untuk saling memenuhi kewajiban secara bersama, contohnya seperti 

dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan tukar-menukar. Sebaliknya, 

perjanjian sepihak hanya mewajibkan satu pihak untuk berprestasi, 

sementara pihak lainnya hanya berhak menerima prestasi tersebut, seperti 

pada perjanjian hibah atau pemberian hadiah. 

2. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama 

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama dan diatur 

secara khusus dalam KUH Perdata, dengan jumlah yang terbatas, seperti 

perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, 

pengangkutan, dan perjanjian kerja. Sementara itu, perjanjian tidak bernama 

adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, 

tetapi muncul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata.14 

 

 

14 Herlin Budiono dalam Muhammad Syaifuddin. (2012). Hukum Kontrak Memahami 

Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju. 
Hlm. 97. 
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3. Perjanjian Obligator dan Kebendaan 

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan 

kewajiban antara para pihak tanpa disertai dengan penyerahan barang. 

Sebaliknya, perjanjian kebendaan melibatkan pemindahan hak atas benda, 

yaitu penguasaan atas benda tersebut (bezit). Contohnya, untuk perjanjian 

kebendaan terkait benda tetap, diperlukan selain kesepakatan juga akta di 

hadapan pejabat berwenang dan pendaftaran balik nama. Sedangkan 

peralihan benda bergerak hanya memerlukan penyerahan fisik dan 

kesepakatan sebagai unsur utama perjanjian tersebut. 

4. Perjanjian Riil dan Konsensual 

Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadi bersamaan dengan realisasi 

pemindahan hak atas suatu objek. Sebaliknya, perjanjian konsensual baru 

menimbulkan hak dan kewajiban tanpa harus disertai pemindahan hak 

langsung. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian real lebih sesuai 

dengan hukum adat karena dalam perjanjian tersebut, persetujuan dan 

pemindahan hak berlangsung secara sekaligus dan tunai. 

 

2.1.6 Pelaksanaan Perjanjian 

Pelaksanaan perjanjian adalah tindakan untuk memenuhi kewajiban dan 

memperoleh hak sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga tujuan perjanjian 

dapat tercapai. Setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sempurna dan 

dengan itikad baik sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.15 

a. Prestasi 

Pelaksanaan suatu perjanjian selalu diikuti oleh pemenuhan kewajiban yang 

disebut prestasi. Prestasi ini merupakan tanggung jawab yang harus 

dipenuhi oleh para pihak dalam kontrak tersebut. Bentuk prestasi utama 

biasanya meliputi: 

1. Penyerahan barang atau objek tertentu 

2. Penyediaan tenaga atau keahlian khusus 

3. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu 

 

15 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, Hlm. 307 
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Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

prestasi dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu: 

a) Menyerahkan suatu barang atau benda 

b) Melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu 

c) Menahan diri dari melakukan suatu perbuatan 

Pada umumnya, kewajiban para pihak secara tegas diatur dalam kontrak 

yang dibuat. Namun demikian, kewajiban tersebut juga dapat timbul 

berdasarkan kebiasaan, asas kepatutan, ataupun ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan demikian, prestasi yang wajib 

dilaksanakan oleh para pihak telah ditetapkan baik melalui perjanjian 

maupun melalui ketentuan kebiasaan, kepatutan, atau hukum. Apabila 

prestasi tersebut tidak dipenuhi, maka hal tersebut dikategorikan sebagai 

pelanggaran perjanjian atau wanprestasi. 

b. Wanprestasi 

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah: 

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali 

2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi 

3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya 

Prestasi yang gagal dilaksanakan disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi 

terjadi ketika suatu perjanjian tidak dipenuhi, baik secara disengaja maupun 

tidak disengaja. Wanprestasi merupakan bentuk kelalaian yang terjadi 

akibat tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya 

atau melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan isi perjanjian.16 

Wanprestasi memiliki makna yang berbeda dengan istilah pernyataan lalai 

atau somasi, yang merupakan terjemahan dari istilah ingebrekestelling. 

Somasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata). Somasi adalah suatu peringatan yang 

disampaikan oleh pihak kreditur kepada debitur agar memenuhi kewajiban 

 

 

 

 

16 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Hlm. 74. 
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prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian 

antara kedua belah pihak.17 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata, wanprestasi terjadi ketika 

debitur atau pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi 

dalam suatu kontrak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat berupa 

kelalaian dalam menyerahkan barang atau benda sesuai dengan jumlah, 

jenis, dan waktu penyerahan yang telah secara tegas diatur dalam kontrak. 

 

 

2.1.7 Metode Penafsiran Perjanjian 

Penafsiran kontrak pada dasarnya merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memahami dan memberikan makna yang sesungguhnya terhadap bahasa yang 

dipergunakan dalam kontrak, sehingga dapat ditentukan konsekuensi hukum yang 

timbul dari kontrak tersebut. Pengertian ini merupakan pandangan yang secara 

umum dianut oleh para ahli hukum kontrak. Atas dasar tersebut, sebagian ahli 

kemudian membedakan antara istilah penafsiran (interpretation) dan konstruksi 

(construction) kontrak. Penafsiran dipahami sebagai proses pemberian arti terhadap 

rumusan bahasa dalam kontrak, sedangkan konstruksi dipandang sebagai tahapan 

lanjutan yang berfungsi untuk menetapkan akibat hukum dari kontrak setelah 

makna ketentuannya ditentukan melalui proses penafsiran.18 

Dalam kajian hukum kontrak, dikenal tiga metode utama dalam melakukan 

penafsiran kontrak, yaitu metode penafsiran subjektif, metode penafsiran objektif, 

serta metode penafsiran yang berada di antara pendekatan subjektif dan objektif.19 

1. Metode Penafsiran Subjektif 

Metode penafsiran subjektif menekankan pada upaya untuk mengetahui 

maksud dan kehendak yang sebenarnya dari para pihak pada saat kontrak 

dibuat. Dalam metode ini, penafsiran tidak hanya berpegang pada bunyi 

kata-kata dalam kontrak, melainkan lebih mengutamakan tujuan dan niat 

 

17 Salim H.S. (2011). Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Hlm. 96. 
18 Fuady, M. (2007). Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis). Bandung, 

Indonesia: PT Citra Aditya Bakti. 
19 Yudha Bhakti Ardhiwisastra. (2008). Penafsiran dan konstruksi hukum (Cet. 2). 

Bandung: Alumni. 
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bersama para pihak. Pendekatan ini dianut dalam KUH Perdata, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1343 KUH Perdata yang menegaskan 

bahwa penafsiran kontrak harus lebih mempertimbangkan maksud dan 

tujuan para pihak daripada sekadar arti gramatikal kata-kata yang 

digunakan. 

2. Metode Penafsiran Objektif 

Metode penafsiran objektif berfokus pada makna yang tercantum secara 

tertulis dalam kontrak. Penafsiran dilakukan berdasarkan rumusan bahasa 

yang digunakan, khususnya apabila klausula kontrak telah dirumuskan 

secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Metode ini sejalan dengan 

doktrin clear meaning, yang menyatakan bahwa penafsiran tidak diperlukan 

apabila bahasa kontrak telah jelas, sebagaimana juga ditegaskan dalam 

Pasal 1342 KUH Perdata. 

3. Metode Penafsiran antara Subjektif dan Objektif 

Metode penafsiran ini merupakan pendekatan yang mengombinasikan 

penafsiran subjektif dan objektif. Dalam praktik, hakim atau para pihak 

tidak hanya berpedoman pada bunyi teks kontrak, tetapi juga 

mempertimbangkan maksud dan tujuan para pihak. Pendekatan ini banyak 

diterapkan dalam praktik penafsiran perjanjian dan tercermin dalam 

berbagai ketentuan KUH Perdata yang mengarahkan penafsiran agar tetap 

memperhatikan keseimbangan antara teks perjanjian dan kehendak para 

pihak. 

Penafsiran ketentuan-ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata telah memberikan 

pedoman yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 

1351 KUH Perdata. asal 1342 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila rumusan 

kata-kata dalam perjanjian telah jelas, maka penafsiran harus berpegang pada arti 

harfiah dari ketentuan tersebut. Namun demikian, apabila terdapat ketidakjelasan 

atau keraguan, Pasal 1343 KUH Perdata mengarahkan agar penafsiran tidak 

semata-mata didasarkan pada bunyi kata-kata perjanjian, melainkan pada maksud 

bersama para pihak pada saat perjanjian dibuat. Selanjutnya, Pasal 1344 KUH 

Perdata menghendaki agar dari beberapa kemungkinan penafsiran, dipilih makna 
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yang memungkinkan perjanjian tetap dapat dilaksanakan, sehingga tujuan 

perjanjian tidak menjadi sia-sia. 

Lebih lanjut, penafsiran perjanjian juga harus mempertimbangkan sifat perjanjian 

dan kebiasaan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1345 dan Pasal 1346 

KUH Perdata, sehingga ketentuan yang tidak secara tegas dicantumkan tetap 

dianggap mengikat apabila lazim diperjanjikan. Pasal 1347 KUH Perdata 

menekankan pentingnya penafsiran secara sistematis dengan melihat keterkaitan 

antar klausula agar perjanjian dipahami secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Dalam 

hal ruang lingkup perjanjian, Pasal 1348 dan Pasal 1350 KUH Perdata membatasi 

penafsiran agar tidak melampaui apa yang secara wajar dimaksudkan oleh para 

pihak. Apabila masih terdapat keraguan atau ketidakjelasan, Pasal 1349 KUH 

Perdata menjelaskan mengenai siapa yang harus menanggung akibat dari 

ketidakjelasan tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa keraguan dalam 

penafsiran dibebankan kepada pihak yang merumuskan atau meminta 

dimasukkannya klausula perjanjian, sedangkan penafsiran harus menguntungkan 

pihak yang hanya mengikatkan diri terhadap klausula tersebut. Keseluruhan 

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran perjanjian menurut KUH 

Perdata tidak hanya berorientasi pada bunyi teks, tetapi juga pada maksud para 

pihak, kebiasaan, serta asas kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. 

Makna penafsiran kontrak bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sangat 

penting, mengingat perbedaan penafsiran dalam menjalankan isi kontrak dapat 

berakibat pemenuhan prestasi sebagaimana telah dirumuskan dalam kontrak 

tersebut menjadi berjalan tidak lancar atau terhambat. Karena para pihak umumnya 

hanya mau memenuhi pretasi sesuai dengan cara penafsirannya sendiri, yang lebih 

menguntungkan posisinya. Konsekuensi logis adanya ketidaklancaran dalam 

pemenuhan isi kontrak seperti itu dapat berpotensi mengakibatkan sengketa 

dikemudian hari. Rumusan kontrak yang jelas akan memudahkan para pihak dalam 

melaksanakan dan memenuhi prestasi sesuai isi kontrak. Sebaliknya rumusan 

kontrak yang tidak jelas akan menyulitkan pemenuhan prestasi dari masing-masing 

pihak dan hal ini bisa menjadi potensi sengketa dikemudian hari. 
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Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan kontrak tidak menutup kemungkinan 

terjadinya berbagai penyimpangan. Suatu kontrak yang pada awalnya telah disusun 

dan disepakati dapat saja dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakjelasan atau 

bahkan menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang berpengaruh terhadap 

pemenuhan prestasi masing-masing pihak. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat 

menimbulkan perbedaan pemahaman dalam menjalankan isi kontrak. Oleh karena 

itu, bagi para pihak sangat diperlukan adanya kejelasan, ketegasan, serta kepastian 

dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan kontrak agar pelaksanaan perjanjian dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Penting bagi para pihak untuk 

memperjelas maksud setiap pasal dalam perjanjian agar kehendak yang ingin 

dicapai dapat dipahami secara sama. Yang dimaksud dengan maksud pasal yang 

diperjelas dalam perjanjian adalah perumusan klausula yang disusun secara tegas, 

sistematis, dan tidak menimbulkan keraguan, baik melalui penjelasan tambahan, 

pembatasan ruang lingkup, maupun pendefinisian istilah tertentu. 

 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Sama 

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama 

Kerja sama adalah suatu tindakan yang dilakukan secara kolektif tanpa memandang 

latar belakang pihak-pihak yang terlibat, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang 

telah disepakati bersama. Selain itu, kerja sama juga dapat dipahami sebagai 

kecenderungan untuk saling membantu dan bekerja sama dengan orang lain demi 

mencapai tujuan atau hasil yang sama.20 

Perjanjian kerjasama adalah jenis perjanjian baru yang belum memiliki dasar 

hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Perjanjian ini tidak 

dijelaskan secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sesuai dengan 

ketentuan Pasal 1319 yang menyebutkan bahwa perjanjian kerjasama termasuk 

dalam kategori perjanjian yang tidak bernama (Innominaat). Perjanjian innominaat 

merujuk pada kontrak-kontrak yang muncul, berkembang, dan diterima dalam 

praktik atau kehidupan masyarakat. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan 

 

20 Abdulsyani (1996). Sosiologi Skematika; Teori dan Terapan. Jakarta. Hlm. 156. 
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berdasarkan asas kebebasan berkontrak selama itu masih tidak bertentangan dengan 

undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. 

Perjanjian kerjasama terdiri dari dua unsur, yaitu perjanjian dan kerjasama. 

Menurut Van Dunne, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau 

lebih yang didasarkan pada kesepakatan untuk menciptakan akibat hukum.21 

Sedangkan kerjasama adalah bentuk interaksi yang sangat penting bagi manusia, 

karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan 

orang lain. Kerjasama terjadi ketika individu atau kelompok memiliki kepentingan 

yang sama dan kesadaran untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tersebut.22 

Tujuan utama dari setiap perjanjian kerja sama adalah untuk mencapai pelaksanaan 

yang sesuai dengan yang disepakati. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 

KUH Perdata, prestasi merujuk pada pelaksanaan kewajiban atau perjanjian. Jika 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), Pasal 1243 KUH 

Perdata menyatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan sepenuhnya, pihak yang 

dirugikan dapat meminta ganti rugi, dan pihak yang melakukan wanprestasi dapat 

diminta untuk memenuhi kewajibannya serta bertanggung jawab atas ganti rugi. 

Dalam pelaksanaanya perjanjian memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah: 

1. Janji yang telah disepakati harus tetap dilaksanakan dan memberikan 

perlindungan kepastian hukum; 

2. Agar tidak terjadi kekayaan yang bersumber tidak halal; 

3. Untuk terhindarnya suatu kerugian. 

 

 

2.2.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kerja Sama 

Setelah memahami dasar konsep perjanjian kerja sama, langkah berikutnya adalah 

mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk perjanjian kerjasama. Unsur-unsur 

dalam perjanjian kerja sama meliputi: 

1. Hubungan Hukum 
 

 
 

 

hlm. 19. 

21 Wirjono Prodjodikoro. (1995). Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Bandung. 

 
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan 

dan Pengembangan Bahasa) 
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Gunawan Widjaja berpendapat bahwa hubungan hukum merujuk pada dua 

hal, yaitu pertama, keadaan yang harus dipenuhi oleh pihak yang memiliki 

kewajiban, dan kedua, pemenuhan kewajiban tersebut yang dijamin oleh 

harta kekayaan pihak yang berkewajiban. 23Berdasarkan pemikiran ini, 

setiap hubungan hukum yang tidak mempengaruhi pemenuhan kewajiban 

yang bersumber dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban tidak 

termasuk dalam pengertian dan ruang lingkup perikatan. 

2. Dalam Lapangan Harta Kekayaan 

Menurut J. Satrio, perikatan yang dinilai dengan uang atau setidaknya dapat 

dihitung dalam bentuk uang atau nilai ekonomi tertentu, apabila debitur 

melakukan wanprestasi, maka kreditur harus dapat menunjukkan adanya 

kerugian finansial. Hal ini diperlukan agar kreditur dapat menuntut debitur 

sesuai dengan ketentuan dalam Buku III KUHPerdata. Sebagai pengganti 

dari prestasi yang terhutang, ganti rugi umumnya diberikan dalam bentuk 

sejumlah uang yang telah ditentukan.24 

3. Adanya Pihak-Pihak (Hubungan Hukum Antara Kreditur dan Debitur) 

Perikatan sebagai hubungan hukum memiliki dua sisi, yaitu aktiva dan 

pasiva. Segi aktiva mencakup hak-hak berupa tagihan yang berada pada 

kreditur, sedangkan segi pasiva meliputi kewajiban berupa utang yang 

menjadi tanggung jawab debitur. Dalam segi pasiva, terdapat perbedaan 

antara schuld dan haftung. Schuld merujuk pada kewajiban untuk 

berprestasi, yang fokusnya adalah siapa yang bertanggung jawab 

menjalankan prestasi, tanpa mempertimbangkan apakah kewajiban tersebut 

dapat dituntut oleh pihak yang berhak (kreditur). Sementara haftung 

berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pemenuhan kewajiban, tanpa 

memandang siapa pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.25 

4. Prestasi Sebagai Isi Perikatan 

Prestasi harus jelas atau setidaknya dapat ditentukan agar dapat dievaluasi 

apakah debitur telah memenuhi kewajibannya atau tidak. Prestasi bisa 

 
 

 

 

hlm. 15. 

23 Gunawan Widjaja. (2007). Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas. Jakarta. hlm. 313. 
24 J.Satrio, (1995). Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Bandung, 

 
25 Ibid, hlm. 20 
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berupa kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu tindakan, 

atau tidak melakukan sesuatu. 

 

2.2.3 Bentuk-Bentuk Kerja Sama Bisnis 

Perjanjian kerjasama pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi beberapa pola, 

yaitu:26 

1. Merger (Fusi) 

Merger atau fusi adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan 

menjadi satu entitas hukum yang lebih besar dan lebih kuat secara ekonomi. 

Dalam merger, salah satu atau beberapa perusahaan bergabung untuk 

membentuk satu entitas yang lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi tanpa 

menghilangkan identitas ekonomi perusahaan yang bergabung tersebut. 

Dari sudut pandang ekonomi, merger bertujuan untuk menciptakan satu 

kesatuan yang lebih efektif dalam hal pengelolaan sumber daya, pembagian 

biaya, serta peningkatan daya saing di pasar. Terdapat dua jenis merger yang 

umum dijalankan: 

a. Merger Horizontal: Merger antara perusahaan-perusahaan yang 

berada di industri atau sektor yang sama, misalnya dua perusahaan 

otomotif yang bergabung. Ini bertujuan untuk memperluas pangsa 

pasar dan mengurangi persaingan. 

b. Merger Vertikal: Merger antara perusahaan yang berada di 

berbagai tahapan produksi dalam rantai pasokan yang sama. Sebagai 

contoh, merger antara produsen komponen dengan perusahaan 

perakit mobil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

operasional dan mengurangi biaya produksi. 

2. Konsolidasi 

Konsolidasi adalah bentuk kerja sama yang melibatkan penggabungan dua 

atau lebih perusahaan yang pada akhirnya menghasilkan satu entitas bisnis 

baru. Berbeda dengan merger, dalam konsolidasi, semua perusahaan yang 

 

26 Mohamad Aditya Adjara, "Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau 

Dari Perspektif Hukum Bisnis," Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2, no. 1 (Maret 2024): 143-

152, https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2263. 

https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2263
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bergabung akan meleburkan identitas mereka dan membentuk satu badan 

usaha yang sepenuhnya baru. Konsolidasi sering kali dilakukan untuk 

mengatasi masalah keuangan atau manajerial yang dihadapi oleh 

perusahaan yang bersangkutan, atau sebagai upaya untuk meningkatkan 

kinerja jangka panjang. 

3. Joint Venture 

Joint venture adalah suatu bentuk perjanjian di antara dua atau lebih pihak 

untuk berkolaborasi dalam satu kegiatan bisnis tertentu, dengan tujuan 

untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Setiap pihak dalam joint 

venture berkontribusi dalam hal sumber daya, modal, atau keahlian, dan 

secara bersama-sama mengelola serta berbagi keuntungan dan risiko yang 

timbul. Biasanya, joint venture dibentuk untuk proyek atau pasar tertentu 

yang memerlukan keahlian atau sumber daya yang lebih besar daripada 

yang dimiliki oleh satu perusahaan saja. 

4. Franchise (Waralaba) 

Franchise adalah suatu perjanjian di mana satu pihak (pemberi waralaba) 

memberikan hak kepada pihak lain (penerima waralaba) untuk 

menggunakan hak kekayaan intelektual, merek, atau model bisnis yang 

telah terbukti sukses. Penerima waralaba diberi hak untuk menjalankan 

bisnis dengan menggunakan sistem, produk, atau layanan dari pemberi 

waralaba, dengan imbalan biaya atau royalti yang biasanya dibayar secara 

berkala atau berdasarkan penjualan. 

5. Outsourcing (Penyerahan Tugas kepada Pihak Ketiga) 

Outsourcing adalah bentuk kerja sama bisnis di mana perusahaan memilih 

untuk menyerahkan sebagian atau seluruh proses operasional atau fungsi 

tertentu kepada pihak ketiga yang memiliki keahlian khusus. Fungsi yang 

sering dialihkan melalui outsourcing meliputi layanan IT, keuangan, sumber 

daya manusia, pemasaran, hingga perawatan dan kebersihan. Perusahaan 

yang mengadopsi outsourcing dapat lebih fokus pada kompetensi inti 

mereka, seperti pengembangan produk, manajemen strategis, atau 

pemasaran, sementara pihak ketiga menangani aspek operasional lainnya. 
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2.2.4 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama 

Tentang berakhirnya atau hapusnya perjanjian diatur dalam Titel ke-4 Buku III 

KUHPerdata. Masalah "hapusnya perjanjian" (tenietgaan van verbintenis) juga 

dapat disebut sebagai "hapusnya persetujuan" (tenietgaan van overeenkomst). Hal 

ini berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah disepakati 

bersama oleh pihak kreditur dan debitur dalam persetujuan tersebut. 

Terkait dengan hal ini, penting untuk diperhatikan dari segi teoritis bahwa hapusnya 

persetujuan sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur secara otomatis 

akan menghapuskan seluruh perjanjian. Namun, sebaliknya, hapusnya perjanjian 

tidak selalu mengarah pada hapusnya persetujuan. Meskipun perjanjian tersebut 

dihapus, persetujuan yang ada tidak lagi memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. 

Hal ini karena hapusnya perjanjian berarti bahwa pelaksanaan persetujuan oleh 

debitur telah selesai dipenuhi. 

Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPerdata, suatu perjanjian berakhir 

dikarenakan:27 

1. Adanya pembayaran; 

2. Penawaran pembayaran dikuti dengan penitipan atau penyimpanan; 

3. Pembaharuan utang (novasi); 

4. Perjumpaan utang (kompensasi); 

5. Pencampuran utang; 

6. Pembebasan utang; 

7. Musnahnya barang yang terutang; 

8. Batal/Pembatalan; 

9. Berlakunya suatu syarat batal; 

10. Lewatnya waktu; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 M. Yahya Harahap. (2007). Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, 

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta. hlm. 106 
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2.3 Tinjauan Umum Tentang Outsourcing 

2.3.1 Pengertian Outsourcing 

Secara umum, outsourcing dapat diartikan sebagai penyerahan pekerjaan atau 

tanggung jawab kepada pihak lain melalui kontrak kerja. Dalam bahasa Inggris, 

kata outsourcing terdiri dari dua kata, yaitu out yang berarti mengalihkan, dan 

sourcing yang berarti penyediaan, sehingga secara keseluruhan menggambarkan 

pengalihan tugas dan keputusan kepada pihak luar. Dalam bahasa Indonesia, istilah 

ini dikenal dengan sebutan alih daya. Dalam konteks bisnis, alih daya merujuk pada 

proses pemindahan sebagian pekerjaan yang bukan bagian inti (non-core) dari suatu 

perusahaan ke perusahaan lain melalui kesepakatan penyediaan layanan tenaga 

kerja. 

Outsourcing sering kali dianggap sama dengan jasa penyalur tenaga kerja, padahal 

sebenarnya outsourcing merupakan pemindahan fungsi pengawasan dan 

pengelolaan suatu proses bisnis kepada perusahaan penyedia layanan. Ada tiga 

elemen utama dalam outsourcing, yaitu: 

1. Pemindahan fungsi pengawasan 

2. Pendelegasian tanggung jawab atau tugas dari suatu perusahaan 

3. Fokus pada hasil atau output yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik dan 

rinci mengatur definisi tentang outsourcing. Namun, pengertian outsourcing dapat 

ditemukan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur bahwa suatu perusahaan dapat membuat 

perjanjian kerja dengan tenaga kerja, di mana perusahaan tersebut berhak 

menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui 

perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.28 

Dapat disimpulkan bahwa outsourcing merupakan pelimpahan sebagian pekerjaan 

atau tenaga kerja yang bukan merupakan bagian inti kepada perusahaan lain melalui 

perjanjian tertulis, dengan tujuan untuk mempermudah manajemen perusahaan agar 

dapat lebih fokus pada pencapaian tujuan utama perusahaan tersebut. 

 

28 Iftida Yasar. (2008). Sukses Implementasi Outsourcing. Jakarta: PPM. hlm. 3 
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2.3.2 Pengaturan Outsourcing di Indonesia 

Pengaturan mengenai outsourcing dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan 

tentang perjanjian pemborongan pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan 

kontraknya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian pemborongan adalah 

suatu perjanjian di mana pemborong berkomitmen untuk melakukan pekerjaan 

tertentu bagi pihak yang memborongkan pekerjaan dengan menerima pembayaran 

yang disepakati. Sementara itu, pihak yang memborongkan pekerjaan juga 

berkomitmen untuk memberikan pekerjaan kepada pemborong dengan bayaran 

yang telah ditentukan.29 

Dasar hukum untuk perikatan dalam outsourcing berhubungan dengan persetujuan 

untuk melakukan pekerjaan, yang diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata hingga 

Pasal 1617 KUH Perdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut mencakup hal-hal 

seperti ketentuan umum, persetujuan perburuhan secara umum, kewajiban majikan 

dan buruh, berbagai cara berakhirnya hubungan kerja yang timbul dari perjanjian, 

serta pemborongan pekerjaan. 

Di Indonesia, istilah outsourcing tidak secara langsung dijabarkan secara langsung, 

dan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga 

tidak ada penyebutan eksplisit mengenai istilah tersebut. Pengaturan mengenai 

outsourcing terdapat dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-Undang RI 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 64 Undang-Undang tersebut 

menjelaskan bahwa: "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan 

pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan 

atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis." 

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki hak untuk 

mengalihkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain. Outsourcing sendiri terdiri dari 

dua bentuk, yaitu: 

 

 

 

29 Endah Pujiastuti dan Heru Nuswanto. (2015). OUTSOURCING :Regulasi Perizinan di 

Indonesia. Semarang. Hlm. 10. 
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1. Pemborongan Pekerjaan, yang berarti sebagian pekerjaan dialihkan ke 

pihak ketiga di luar perusahaan. 

2. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh, di mana yang dialihkan adalah tenaga kerja 

untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan di dalam perusahaan. 

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 64 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang RI 

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terlihat bahwa terdapat dua pihak 

dalam kegiatan outsourcing, yaitu perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan 

penerima pemborongan atau penyedia jasa pekerja.30 Selain itu, pelaksanaan 

penyerahan pekerjaan harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis. 

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, yang menyatakan bahwa 

"Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh harus dibuat secara tertulis dan wajib mencantumkan 

pasal-pasal sesuai ketentuan dalam undang-undang ini." 

 

 

2.3.3 Jenis Perjanjian Kerja Outsourcing 

Menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Keempat syarat dalam perjanjian kerja harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah. 

Jika syarat subjektif (a & b) tidak dipenuhi, perjanjian kerja dapat dibatalkan, 

sedangkan jika syarat objektif (c & d) tidak dipenuhi, perjanjian kerja tersebut 

menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum. 

Perjanjian kerja menjadi landasan bagi pelaksanaan hubungan kerja antara pihak-

pihak yang terlibat, karena di dalamnya tercantum hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Dalam sistem outsourcing, perjanjian kerja antara kontraktor atau 

 

30 Ibid. hlm. 14 
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perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja dibuat secara tertulis, baik 

berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu 

Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih 

Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang 

berbunyi: “Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh 

yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT. (2) PKWT atau PKWTT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis. 

A. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja untuk pekerjaan 

tertentu dengan jangka waktu yang sudah ditentukan dan tidak memerlukan masa 

percobaan. Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa 

Indonesia. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, perjanjian tersebut akan dianggap 

sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT digunakan untuk 

jenis pekerjaan yang sifat dan penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu. 

Dengan demikian, unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah 

sebagai berikut: 

a. Jangka waktu yang ditentukan atau terbatas; 

b. Jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pekerja/buruh bersifat 

tertentu, baik jenis, sifat, maupun kegiatannya, yang harus selesai 

dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang 

selesai sekali atau sementara, seperti: 

1. Pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu singkat; 

2. Pekerjaan yang bersifat musiman atau berulang; 

3. Pekerjaan yang bukan kegiatan utama suatu perusahaan, 

melainkan hanya pekerjaan penunjang atau tambahan; 

4. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau 

tambahan yang masih dalam tahap percobaan atau penjajakan. 

Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu maksimal adalah 2 (dua) tahun dan 

hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja waktu tertentu 
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dapat diperpanjang atau diperbarui, dengan ketentuan bahwa perusahaan harus 

memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja paling lambat 7 (tujuh) 

hari sebelum perjanjian berakhir. Perpanjangan dapat dilakukan hanya setelah 

melewati masa tenggang selama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian 

kerja yang lama, dan hanya boleh dilakukan sekali dengan jangka waktu maksimal 

2 (dua) tahun. 

B. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah jenis perjanjian kerja yang biasanya 

ditemukan dalam perusahaan, yang tidak menetapkan batas waktu berlakunya. 

Dalam perjanjian ini, dapat disyaratkan adanya masa percobaan kerja yang paling 

lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pengusaha dilarang membayar upah 

di bawah upah minimum yang berlaku. 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak memiliki batas waktu yang tetap, artinya 

perjanjian ini akan terus berlangsung hingga salah satu pihak memutuskan untuk 

mengakhirinya dengan alasan tertentu. Berdasarkan Pasal 61 Ayat (1) Undang-

Undang RI No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila: 

a. Pekerja meninggal dunia 

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 

c. Terjadi putusan pengadilan atau keputusan/penetapan lembaga 

penyelesaian hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum 

tetap; 

d. Terjadi kondisi atau peristiwa tertentu yang tercantum dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 

menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu akan mengikat kedua belah pihak setelah 

pekerja/buruh menyelesaikan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Selain memuat 

hak dan kewajiban kedua belah pihak, perjanjian kerja juga harus mencantumkan 

jenis pekerjaan yang akan dialihkan. Dalam praktik outsourcing, tidak semua 

pekerjaan dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Menurut ketentuan Pasal 65 ayat 

(2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerjaan 
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yang diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 

antara lain; 

a. Dilaksanakan terpisah dari kegiatan utama perusahaan; 

b. Dikerjakan berdasarkan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan; 

c. Menjadi bagian dari kegiatan pendukung perusahaan secara 

keseluruhan; 

d. Tidak mengganggu proses produksi secara langsung. 

Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, "Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga 

kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk menjalankan kegiatan utama 

atau kegiatan yang langsung berkaitan dengan produksi, kecuali untuk kegiatan 

yang bersifat penunjang atau kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan 

proses produksi." 

 

 

2.4 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan salah satu dasar dari lingkup tinjauan Pustaka yang 

menjadi dasar dan arahan peneliti dalam memecahkan masalah penelitian sehingga 

mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini seperti 

pada Gambar 2.1 Kerangka Pikir di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Keterangan: 

Pada gambar 2.1 diatas menggambarkan adanya hubungan kontraktual antara PT 

Astra International Tbk. – Honda Sales Operation sebagai pihak pertama dengan 

PT Citra Diakoni sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak terikat dalam suatu 

perjanjian kerja sama yang berkaitan dengan penyediaan jasa perawatan dan 

kebersiahn. Perjanjian ini merupakan bentuk dari hubungan yang mengikat kedua 

belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban sesuai yang diatur dalam 

perjanjian. 

Dilihat dalam konteks hukum perdata, perjanjian ini akan menjadi sebuah 

hubungan hukum kontraktual yang sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian 

menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan sudah mencakup asas-asas penting 

perjanjian. Penelitian ini juga akan mengkaji penafsiran klausula-klausula yang ada 

dalam perjanjian kerja sama perawatan dan kebersihan yang telah disepekati oleh 

kedua belah pihak. Penafsiran ini penting agar tidak terjadi multitafsir dan agar 
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kedua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap perjanjian yang dibuat. 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bentuk kerja sama antara 

kedua perusahaan tersebut dibangun secara hukum dan bagaimana penafsiran 

klausula-klausula yang menjadi isi perjanjian 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (terapan), penelitian 

hukum normatif-empiris (terapan) adalah jenis penelitian yang mempelajari 

bagaimana ketentuan hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan 

maupun dokumen tertulis lainnya, diterapkan secara nyata (in action) dalam 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan hukum dalam kasus konkret (in 

concreto) telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah peraturan 

tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang 

terlibat dapat mencapai tujuan hukumnya atau tidak.31 

Pendekatan ini dipilih karena dalam pelaksanaan perjanjian yang menjadi fokus 

penelitian masih terdapat permasalahan, khususnya yang mengakibatkan kerugian 

bagi pihak pembeli. 

 

 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bersifat 

pemaparan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara obyektif mengenai 

keadaan hukum yang berlaku di tempat atau waktu tertentu, gejala yuridis yang ada, 

atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Studi-studi deskriptif menyajikan 

kepada peneliti sejumlah informasi mengenai berbagai keadaan sosial, misalnya 

untuk menggambarkan ciri-ciri tertentu dari suatu kelompok atau kondisi tertentu, 

 

31 Widiarty, W. S. (2024). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Cet. I). hlm. 44. 
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sehingga dapat diperoleh pemahaman yang detail dan menyeluruh mengenai 

fenomena yang diteliti.32 

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas, rinci, dan 

sistematis mengenai hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi dalam 

hubungan kontraktual antara PT Astra International Tbk. – Honda Sales Operation 

dengan PT Citra Diakoni yang terikat dalam perjanjian kerja sama perawatan dan 

kebersihan. 

 

 

3.3 Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan analitik 

teks. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (statute 

approach) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah 

seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan 

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini berlandaskan pada 

prinsip bahwa penelitian hukum normatif harus bertumpu pada hukum positif yang 

berlaku. Dengan demikian, penelitian melalui pendekatan undang-undang 

bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menafsirkan norma hukum 

yang terdapat dalam legislasi maupun regulasi agar dapat memberikan jawaban 

yuridis terhadap isu yang diteliti. 

Sementara itu, pendekatan analitik teks adalah suatu metode penelitian hukum 

normatif yang dilakukan dengan menganalisis teks-teks hukum, baik berupa 

peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan, untuk 

menemukan makna hukum yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini 

menekankan pada kegiatan menguraikan (analisis) dan menafsirkan (interpretasi) 

ketentuan hukum secara sistematis sehingga dapat menjelaskan kedudukan, 

hubungan, serta keberlakuan norma dalam konteks masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

32 Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak. (2012). Metode Penelitian. Medan. hlm. 18 
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3.4 Data dan Sumber Data 

Data adalah kumpulan informasi yang diperlukan dalam proses pelaksanaan 

penelitian dan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data dapat berupa data 

langsung yang dikumpulkan melalui kegiatan di lapangan, maupun data tidak 

langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Jenis data meliputi data primer 

dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kepala 

Divisi SDM (Sumber Daya Manusia) PT Citra Diakoni, Supervisor Area PT 

Citra Diakoni, serta Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) yang merupakan 

tenaga alih daya di Honda Sales Operation. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang 

berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum 

primer, baham hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

mengikat yang terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja 

dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 

5) Perjanjian Kerja Sama Perawatan dan Kebersihan Antara PT 

Astra International Tbk. – Honda Sales Operation dengan PT 

Citra Diakoni. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan Bahan hukum sekunder 

merupakan seluruh publikasi terkait hukum yang bersifat tidak 

resmi dan berfungsi sebagai panduan atau penjelasan atas bahan 

hukum seperti buku, hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, termasuk 
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skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum serta 

pendapat dari para pakar hukum. 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

kamus Bahasa IndonesiaInggris, serta situs web. 

 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan proses menelaah informasi hukum yang tertulis dan 

bersumber dari berbagai referensi yang telah dipublikasikan secara luas, yang 

sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif.33 Studi kepustakaan 

dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, laporan hasil penelitian hukum, kutipan 

peraturan perundang-undangan, serta pustaka lain yang memiliki kaitan dengan 

isu penelitian yang sedang dianalisis yaitu perjanjian kerja sama perawatan dan 

kebersihan. 

2. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan kajian informasi tertulis yang tidak dipublikasikan 

secara luas atau umum, tetapi boleh diketahui pihak tertentu. Studi dokumen 

dalam penelitian ini adalah pada dokumen perjanjian antara PT Astra 

International Tbk. – Honda Sales Operation dengan PT Citra Diakoni dalam 

kegiatan alih daya (outsourcing). 

3. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui komunikasi langsung 

atau tidak langsung dengan sumber data dengan cara mengajukan pertanyaan. . 

Teknik wawancara ini dilakukan dengan bantuan daftar pertanyaan yang 

memuat topik-topik utama yang kemudian dikembangkan selama proses 

 

33 Abdulkadir Muhammad. (2021). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti. hlm. 81. 
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wawancara berlangsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ibu 

Dwi Novita Tisnawati, S.E., selaku Kepala Divisi SDM (Sumber Daya 

Manusia) di PT Citra Diakoni dan Marianti Siregar, A. Md. Selaku Supervisor 

PT Citra Diakoni area Bandar Lampung. 

3.6 Metode Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data kemudian diolah melalui 

beberapa tahap berikut: 

a. Evaluasi data, yaitu proses pemeriksaan terhadap data yang dikumpulkan 

untuk mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan, serta memastikan 

bahwa data tersebut relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

b. Klasifikasi data, yaitu tahap pengelompokan data yang telah dievaluasi 

berdasarkan kategori atau jenisnya, sehingga memudahkan analisis sesuai 

dengan fokus permasalahan. 

c. Penyusunan sistematis data, yaitu proses menata data secara teratur 

berdasarkan konsep, tujuan, dan materi yang telah ditentukan, agar data 

tersebut mudah dianalisis lebih lanjut. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data 

dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut 

ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai inti 

permasalahan dan mengarah pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan 

ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Dari hasil kesimpulan 

tersebut, akan disusun saran-saran yang bertujuan untuk memberikan masukan 

perbaikan, sehingga dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. 



 

 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah, dan pembahasan yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

2. Hubungan hukum kontraktual antara PT Astra International Tbk Honda Sales 

Operation dan PT Citra Diakoni merupakan hubungan hukum keperdataan yang 

lahir dari perjanjian kerja sama alih daya (outsourcing). Hubungan hukum 

tersebut memenuhi unsur perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan 

Pasal 1320 KUH Perdata serta dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian 

campuran. Secara normatif, perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kelebihan perjanjian ini terletak 

pada kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, serta pengaturan pengelolaan 

tenaga kerja dan pengupahan. Namun demikian, perjanjian ini menunjukkan 

kecenderungan lebih menguntungkan Pihak Pertama sebagai pengguna jasa, 

khususnya dalam aspek pengawasan dan kewenangan pengakhiran perjanjian. 

3. Pelaksanaan dan penafsiran klausula-klausula dalam perjanjian kerja sama 

outsourcing menunjukkan adanya beberapa ketentuan yang berpotensi 

menimbulkan sengketa apabila tidak dilaksanakan secara konsisten. Klausula 

yang berpotensi menimbulkan permasalahan antara lain klausula pelaksanaan 

tugas, pengawasan tenaga kerja, serta pengakhiran perjanjian secara sepihak. 

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan 

dapat menimbulkan multitafsir di lapangan, sedangkan klausula pengakhiran 

perjanjian yang memberikan kewenangan luas kepada Pihak Pertama 

berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Kondisi 

tersebut dapat berdampak pada ketidakpastian hukum, baik bagi perusahaan 

penyedia jasa maupun tenaga kerja outsourcing, apabila tidak diimbangi dengan 
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4. mekanisme pengawasan dan pelaksanaan yang adil serta sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa 

Disarankan agar para pihak merumuskan klausula perjanjian secara lebih jelas, 

rinci, dan tegas, khususnya terkait ruang lingkup pekerjaan, mekanisme 

pengawasan, serta pembagian tanggung jawab, guna menghindari multitafsir 

dalam pelaksanaan kontrak. Apabila diperlukan, perubahan atau penyesuaian 

pelaksanaan kerja sama sebaiknya dituangkan dalam bentuk adendum tertulis 

yang disepakati bersama. 

2. Bagi Pemerintah dan Instansi Ketenagakerjaan 

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum 

terhadap praktik outsourcing, khususnya dalam penerapan PKWT dan PKWTT, 

agar tidak terjadi penyalahgunaan sistem alih daya yang merugikan tenaga 

kerja. Penguatan regulasi dan pengawasan diperlukan untuk menjamin 

kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan kerja outsourcing. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji praktik outsourcing dari 

perspektif yang lebih luas, seperti perlindungan hak pekerja alih daya secara 

empiris atau perbandingan penerapan outsourcing di sektor industri yang 

berbeda, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif 

terhadap pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. 
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